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DKI Hapus Denda Sembilan Jenis Pajak

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakartamenghapus dendaatau sanksi
administrasiuntuk sembilan jenis pajak bagi
wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Kepala Badan Pajak dan Re- .

tribusi Daerah (BPRD) DKI Ja-
karta Faisal Syafruddin menga-

takan, sembilan jenis pajak itu

yakni pajak bea balik nama
kendaraanbermotor (BBNKB),

‘pajak kendaraan bermiotor

(PKB), pajak bumi dan bangun-
an perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2). Kemudian pajak ho-
tel, pajak hiburan, pajak parkir,,
pajak air tanah, pajak restoran,
dan pajakreklame.

Faisal menjelaskan bahwa
denda pajak hotel, hiburan, par-
kir, air tanah, restoran, reklame,

_dan PBB-P2 dihapuskan bagi

wajib pajak yang menunggak
sejak 2018 ke bawah. Semen-
taraitu, dendapajak BBNKBdan
PKB dihapuskan bagi seluruh
wajib pajak yang menunggak
sejak 2019 ke bawah. "Kami
berharap masyarakat bisa me-

manfaatkan kebijakan yang di- |

keluarkan hingga akhir Desem-
ber mendatang sehingga bisa
menyumbang minimal Rp600
miliar sebagai tambahan pene-
rimaanpajakdaerah,"ujarFaisal.

Menurut dia, pihaknya juga
akan melakukan penegakan hu-
kum denganberbagai cara, dari
pemasangan stiker, razia kenda-
raan, hingga pencabutan izin
usaha."Kamimengimbaukepada
wajibpajakuntukaktifmengikuti
kebijakankeringanan pajak dae-
rah sehingga terhindar dari
sanksiadministrasi dan kegiatan
law enforcement yang akan kita
laksanakan secara masif dltahun

4 2020 "kataFaisal.

~Berdasarkan catatannya,”

‘Tanjut Faisal, penunggak pajak
kendaraan bermotor masih

* menjadi angka tertinggi diban-

dingkan penunggak pajak yang
lainnya: Sedikitnya ada sekitar

2,2 juta kendaraan yang me-

nunggak PKB ch wﬂayah setermn-

pat; 788.000 di antaranya ada-
lah kendaraan roda empat, se-
dangkan sisanya kendaraan ro-

_da dua dan tiga. “Nilai total
tunggakan PKB di DKI Jakarta
mencapai Rp2,4 triliun. Angka
itu terdiri dari kendaraan roda
dua dan tiga sekitar Rp1,6 txi-
liun, sedangkan sisanya Rp8@D
miliar untuk kendaraan roda
empat,' ungkapnya.

' Berdasarkan data peneri-
maan PKB yang didapat BPRD"
DKI Jakarta per Oktober 2019 |
mencapaisekitarRp7,08 triliun -
daritargetRp 8,8 Triliun. Angka .
tersebut lebih tinggi dibanding
tahunlaludengan periode yang
samayakni Rp6,5 triliun. x

Sosialisasi Samolnas
. _BPRD DKI Jakarta bekerja
sama dengan Korlantas Polri
menggencarkan sosialisasila-
yanan Samsat Online Nasional
(Samolnas). Melalui layanan
ini,wajibpajakdapatmembayar
pajakkendaraan bermotor de-
ngan mudah. Samolnas ini da-
pat digunakan melalui ATM
ataumobile banking.

Caranya wajib pajak harus

terlebih dahulu mengunduh |

aplikasitersebut melalui ponsel

pintar. Setelah melakukan pe- |

ngunduahan, wajib pajak akan
mendapatkan kode untuk me-
lakukan pembayaran pajak me-

lalui ATM ataupun mobile bank- -
ing. "Jadi setelah diunduh me-..

lalui ponsel pintar, kode yang
didapatkan harus segera didaf-
tarkanjikadalamwaktuduajam
tidak didaftarkan akan ha-
ngus, dan kembali melakukan
daftarulanglagi," terangnya.
Sementara untuk menda-
patkan tanda bukti dari proses

pajak diminta untuk menukar-

kan tanda bukti pembayaran
pajak ke Samsat terdekat agar
mendapatkan surat ketetapan

pajak daerah (SKPD) dan surat

tanda nomorkendaraan (STNK).

"Jadi batas waktu untuk penu-
karan setruk bukti pembayaran
dengan SKPD asli sekaligus pe-
ngesahan STNKitutigapuluhha-
ri atau satu bulan. Pengesahan
STNK hanya dapat dilakukandi
Samsat daerah asalkenda-
raan,' pungkasnya.

- Kepala Seksi STNK
Ditlantas Polda Metro Jaya
Kompol Arif Fazlulrahaman

 mengatakan, pemberlakuan
keringanan pajak ini sesuai
dengan Peraturan Gubernur No

ini dengan ‘sebaik- balknya i
katanya.
Dari pengalaman sebelum-

nya, biasanya wajib pajak me-

. manfaatkan situasi ini men-!

- jelang akhir penutupan sehing-
ga akan sangat membeludak.
“Makanya kami imbau untuk
tidak memperpan]ang pada
akhirwaktu,” tegasnya.

Menurut Arif, kebijakanini

juga berlaku pada Samsat Keli-
lingyang akan membukalayan-
‘an setelah pukul 12.00 WIB.
“Para petugas akan memberi-
kan pelayanan sebaik dan se-

primamungkin,” tambahnya. -

Melalui Aplikasi Samolnas,
prosesnya sangat mudah dan
tidak perlu repot2 datang ke
Samsat karena TPBKB/natice
dan stiker pengesahan STNK
akan dikirim langsung ke
alamat. “Jadi bisa melakukan
perpanjangan dirumah sehing-
gatidaklagiantre,” tukasnya.

AnggotaKomisiCDPRDDKI
JakartaAhmad Lukman Jupiter
menilai program keringanan
pajak daerah yang digulirkan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Rasyid Baswedan sangat positif.
Selain mengurangi beban warga
‘penunggak pajak, juga dapat

_ pembayaran.-3 Samolnas , wajib —

90/2019__7_ L % =

mendongkrak PAD, “Saya setuju
kebijakan itu karena sejak 3-4
“tahunyanglalukondisiekonomi
kita memang sedang sulit se-
hingga Bukalapak saja sampai
mem-PHK karyawan dan gerai
Giant, Matahari, serta Ramaya-
nabanyakyangtutup,”katanya.

.Menurut Jupiter, banyak
warga yang menunggak pajak
karenamereka tidak merasakan
dan menikmati pembangunan.
“Tapi, sejak Pak Anies menjadi
gubernur, sayayakin masyarakat
dapat melihat dan merasakan
pembangunan yang terus-me-
nerus dilakukan sehingga me-
nurutsayatakadalagialasanbagi
masyarakatuntuk tidak meme-
nuhi kewapbannya yakni mem-
bayar pajak,” ungkap politikus
PartaiNasDemini.

Jupiter mengimbau ma-
syarakat untuk memanfaatkan
kebijakan ini sampai batas
waktu yang ditentukan yakni
akhir Desember 2019. “Bagi
yang mereka memiliki tunggak-
an silakan dimanfaatkan pro-
gramini,” tutupnya.

#helmi syarif/
¢ bima seuya:h
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Pajak Pajak Pajak Pajak air - Pajak Pajak Pajak bumi ~ Penghapu-  Penghapusan
hotel hiburan = parkir tanah restoran reklame dan san sanksi administrasi
: bangunan . adminis- bea balik
perdesaan trasi pajak nama
dan kendaraan kendaraan
perkotaan bermotor bermotor

(PBB-P2) (PKB) (BNNKB)
: - sampai 2019

PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB)

UL PAJAK BUMI DAN BEA BALIK NAMA
PERDESAAN DAN - . BERMOTOR (BBN-KE)
PERKOTAAN (PBB-P2) :
: Kedua -
Tahun Tahun seluruh
= e 5 12013-20186 2013-2016 potongan
R e | potongan potongan

& Bebas sanksi seluruh tahun % Bebas sanksi sampai 2018

Sumber BPRD DKI Jakarta




